PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 5TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KOLAKA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaaro@idbaerah

yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu
digali Sumber—-Sumber Pendapatan Asli Daerah
guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan

menuju kemandirian Daerah;

b. bahwa dengardke@nya Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan
Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa
Usaha untuk dibentuk sesuai 3dengan jenis
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanaka
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan serta peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, perlu ditetapkan  Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195%9atey

Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 1822) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanc
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3259);

Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usah
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentanc
Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanc
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa ka
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahur
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 119 );

11. Peraturan Dearah Kabupaten Kolaka Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah.
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi da
Tata Kerja Lembaga tehnis Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor :
Tahun 2009 Urusan Pemerintahan yang menjac
Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

JASA USAHA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaterk#&ola
3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnysmgkat DPRD

Bupati ialah Bupati Kolaka

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateakigol
Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka
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6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabuailaka

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentBidhng Pajak
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undaaggiogriaku.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retriladalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemizéniéertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh PemébriDi@erah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa daahpelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfdatanya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh P&hdbaerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada rdgaadapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan gyamenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkatuku melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotetribusi
tertentu .

12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertemingymerupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaathasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangabgisitan.

13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutngingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retritargy yelah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukarmgde cara lain ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjek Kepala
Daerah.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjuthsimgkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaaringa jumlah
pokok retribusi yang terutang.

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yaetpnjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retrilyasig menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena junkliagdit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atharsisnya tidak
terutang.

16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyngkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atan/ sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghiafgnunmengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksana&eara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksafmk umenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retabusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksandketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daeraettidisi daerah.

18.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daetan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehyiéi&n untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan htiktmembuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerathrdaibusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I1
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang dised#au diberikan
Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfakéiayaan
daerah yg belum dimanfaatkan secara optimal daangamy belum
disediakan memadai oleh pihak swata.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Tempat Pelelangan;



Retribusi Terminal,

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga,
Retribusi Pesanggrahan dan tempat penginapan,

S@ oo

Bagian Pertama
Retribusi Pemakaian K ekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daeramglip retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kaelda@ah.

Pasal 4

(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemake&ayaan daerah yang
disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

tanah;

bangunan atau gedung;

ruangan;

kendaraan;

alat Berat;

fasilitas — fasilitas penunjang lainnya.

(2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerahahdpenggunaan
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah atdargpemancangan
tiang listrik/telepon atau penanaman serta pemhgata kabel
listrik/telepon ditepi jalan umum.
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Pasal 5

(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adakaigqribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanankgsayaan
daerah.

(2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adatahgopribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan pergadalangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran riBesi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penrakakayaan
daerah.

(3) Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkaagseletribusi
jasa usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeskasl dan lamanya
pemakaian kekayaan daerah.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribus

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrilasa usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntuygag layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada(Byadalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasdnausersebut
dilakukan secara efesien dan berorientasi padapasar.



Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian akakn daerah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |, yang mkampbagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungtribusi atas
penyediaan fasilitas pelelangan.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitaslelpagan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimdmaaksud pada ayat (1)
adalah tempat pelelangan yang dilakukan oleh Badisaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adakaig qribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Taspat
Pelelangan.

(2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adatahgopribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan pergndalangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran riBesi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemaka@mpat
Pelelangan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 12
Retribusi Tempat Pelelangan termasuk golonganResirdasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasalddeasi, luas dan jenis
Tempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribus

Pasal 14
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrijasa usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntuygag layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pgdt (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelaygaaa usaha
tersebut dilakukan secara efesien dan beroriepéasi harga pasar.
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Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah selba@@a tercantum dalam
Lampiran IlI, yang merupakan bagian tidak terpisahkiari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retributasapenyediaan
fasilitas terminal.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terinibeh Pemerintah
Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkik lendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usahdasiéitas lainnya
dilingkungan terminal.

(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimdimaaksud pada ayat (1)
adalah terminal yang dilakukan oleh Badan UsahakMiegara,
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
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Pasal 18

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi aBadan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.

(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atdadan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ib&satr
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusirmésuk
pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jagaimal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasaldleasi, luas dan jenis
terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribus

Pasal 20

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrijasa usaha
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia@a jgang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadidargfektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyaréribusi didasarkan
pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sekagatungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jersilitas, jenis kendaraan
dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkegdmarharga pasaran
yang berlaku di Wilayah Daerah;

(3) Struktur dan Besarnya tarif dimaksud pada d§atdan ayat (2),
sebagai tercantum dalam Lampiran Ill yang merupdiagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian K eempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus pargungdut retribusi
dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 23
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan terppekir di Tempat

Khusus Parkir yang disediakan dan dimiliki dan/atdikelola oleh
Pemerintah Daerah.
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Pasal 24

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orpribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasgpdtekhusus
Parkir.

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah oranigggli atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undamgnbusi,
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusirmésuk
pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasapat Khusus
Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan padsorfdiktor
kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangkauwpkhggunaan
tempat khusus parkir.

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdediri
a. Kawasan Ifjelaskan pd pasal demi pasal)

b. Kawasan IlI.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukitubesaran tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungeny layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima olgfupaha swasta
sejenis yang beroperasi secara efisien dan betasiepada harga
pasar.
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(2) Penetapan struktur dan besaran tarif retrisabagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan bedgejasional, biaya
pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat kdhpatkir.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah seiba@@a tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahklan Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribus Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipuregtibusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas iRifoébong Hewan
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum aan&gsudah
dipotong.

Pasal 29

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaatité&srumah potong
hewan yang meliputi :
a. pemakaian kandang (karantina);
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat penatpng
d. pemakaian tempat pelayuan daging.
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(2) Tidak termasuk Objek retribusi sebagaimanaa#isud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan rumah potong hewarakteyang
disediakan , dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMBIUMD dan pihak
swasta.

Pasal 30

(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orarigagir atau
Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasaaRWPotong
Hewan.

(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orargpgdriatau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-unddeiaitusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusmésuk
pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Ruroaing Hewan.

Paragraf 2
Pengaturan dan Larangan

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di RumaitoRg Hewan
milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatBurat 1zin
Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

(2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewabagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut olehp&u sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32

(1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harusgrtalis Surat
Keterangan Pemilikan Hewan.

(2) Setiap Hewan yang akan dipotong harus dilakuk@meriksaan
kesehatan oleh petugas.
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(3) Setiap hewan besar yang akan dipotong hargsirdhatkan paling
sedikit 12 (dua belas) jam Setiap pemotongan halilekukan
berdasarkan syariat Islam.

(4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dileddsam pemeriksaan
daging oleh petugas, termasuk daging dari luarathaer

(5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayuklagingnya di
tempat pelayuan.

(6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelpotoy dan
pemeriksaan hasil

(7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada(3)yatyat (4),
ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Biug@suai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiam&tuPotong Hewan
ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer)

(2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat dflarang
memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dintaks

(3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongawdn dalam hal-hal
luar biasa.

(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayata(@% hlilaporkan
kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kasetebelum
maupun setelah dipotong.

Pasal 34

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemenks@avan dan
daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Ruambng Hewan
milik swasta diatur oleh Bupati.
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Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeréy/g@ean, jenis hewan
dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 36

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retripapsa usaha
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaga jgang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadiarefektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tegifibusi
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yayak Isebagai
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusahaswseenis yang
beroperasi secara efisien dan berorientasi pad Ipasar

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37
(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasa jenis pelayanan,
jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dinthkgada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang meampaagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 6
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38

(1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/ataaypeah daging
adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari ditatapkan dengan
Peraturan Bupati.

(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetaghaisKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan K epelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan glipueatribusi atas
penyediaan fasilitas Kepelabuhanan.

Pasal 40

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitaspéabuhanan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimdmaaksud pada ayat (1)
adalah pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usahit Mdgara,Badan
Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
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Pasal 41

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalaiy grabadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jas
Kepelabuhanan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalahggoabadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundasi@agan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran riBesi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakajasa
Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasaltdeasi, luas dan jenis
Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau diatkafa

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribus

Pasal 43

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrijasa usaha
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia@a jgang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kead#darefektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyarédribusi didasarkan
pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sekagatungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44
Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan df@puhanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang m&eamphagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Tempat Rekreas dan Olahraga
Paragraph 1
Nama, Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olatdiggegut retribusi
atas Pelayanan dan penyediaan tempat rekreasia@aga yang dimiliki
oleh pemerintah Daerah.

Pasal 46

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan danegksgn Tempat
Rekreasi dan Olah raga yang dimiliki oleh Pemehiaerah.

(2) Di kecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana ystighaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi, Patavidan Olahraga
yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola olehreintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

(1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang nrefepeelayanan
atas penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yamgkidoleh
Pemerintah Daerah.
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(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan gyanenurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusjidkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemurtgut @emotong
Retribusi tempat rekreasi dan Olah raga.

Paragraph 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan padameolpemakaian
temapat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 49

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrijasa usaha
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediama jgang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kead#dargfektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyaréribusi didasarkan
pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak selkagatungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejants beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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Paragraph 4
Struktur Serta Besarnya Retribusi
Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif tempat rekreasi darhi@@a sebagaimana
tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagiang terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Pesanggrahan dan Tempat Penginapan

Paragraph 1
Nama, Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pesanggrahan dan Tempatn@pagi dipungut
retribusi atas Pelayanan dan penyediaan Pesanggrdaa Tempat
Penginapan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.

Pasal 52

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan dan epkan
Pesanggrahan dan Tempat Penginapan yang dimigki Bemerintah
Daerah.

(2) Di kecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana ydingaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan Pesanggrahan dan TerapginBpan yang
disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemiim BUMN, BUMD
dan pihak swasta.
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Pasal 53

(1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang nrefepe
pelayanan atas penyediaan Pesanggrahan dan Tesmmhdban
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badangyamenurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusgajidkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pgotuatau
pemotong Retribusi Pesanggrahan dan Tempat Pemaginap

Paragraph 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan padameolpemakaian
Pesanggrahan dan tempat Penginapan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 55

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrijasa usaha
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediama jgang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kead#darefektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyaréribusi didasarkan
pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak selkagatungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejants beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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Paragraph 4
Struktur Serta Besarnya Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Pesanggrahan dan TenRaatginapan
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIl yang pean bagian yang
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB 111
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 57

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi &énielelangan,
Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parletribusi rumah
Potong Hewan, Retribusi Pelayanan KepelabuhanatrjoB&E Tempat
Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pesanggrahan Tampat
Penginapan dipungut diwilayah daerah tempat petaydiberikan.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUS
Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan
Pasal 58

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgksda ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
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(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayapat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiingtratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap batarRetribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar daagiti dengan
menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakadd pyat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

(5) Pelaksana (SKPD) dan tata cara pelaksanaan perannBetribusi
dipungut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 59
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteahgymerupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasaha dari Pemerintah
Daerah.

Pasal 60
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkau alokumen lain yang
dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 61

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan mtkaerbSKRD
atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atauubek lain
yang dipersamakan.

(3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah lmeBendahara
Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungsé&bagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan PeraBupati.

Pasal 62

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud mdaRasal 79,
diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penenmaa

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanoiakti pembayaran
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pad&tunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupayawsebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yangang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Swagihdn Retribusi
Daerabh.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 64

(1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanypaldla Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengagrtdisalasan-alasan yang
jelas;
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(3) Keberatan harus dalam jangka waktu palingal@iidua) bulan sejak
tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterttkekecuali
apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwakanwaktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekunagaa

(4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kawajibanbagan Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) budejak tanggal Surat
Keberatan diterima Bupati harus membepukiesan atas
keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimanakdud pada ayat
(1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sehagemolak atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud éypttelah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka rite yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 66

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,BTRBurat
Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusadiri®) yang
tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi padtwnya dapat
ditagih dengan Surat Paksa,;
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1)
)

3)

1)

(@)

(2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanadatasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 67

Bupati memberikan pengurangan, keringanan dambpbasan
Retribusi;

Pemberian pengurangan, keringanan dan pemdelsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengamperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi;

Tata cara pengurangan,keringanan dan pembeliReiaibusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kedaluwar sa Penagihan
Pasal 68

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedalsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitungkseaat terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabilajidVRetribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimanaldiod pada ayat
(1), tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran;
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b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baflgsung maupun
tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa
Pasal 69

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditadgiy karena untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus

(2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapussmgiiRetribusi
Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimpidachyat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang skadaluarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 70
(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lar@dtiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksudapagyat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dakepdrangan
perekonomian.
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(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pagat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 71

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusitdiperi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayaditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif siehaga dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 72

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungaamerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidikkumielakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daersdbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adpkjhbat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan PemntatinDaerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai deRkgtantuan
peraturan perundang-undangan.
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3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatiglah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti katan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dngyiB&tribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebgkap dan
jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meeag
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbugag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana rettibusi
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giribéau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidanthBst
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkedaagan
tindak pidana di bidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahati bu

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sertakukela
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanagms
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggatikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbang
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ataunterkwang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknid
Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dpariésa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgemyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengarertean
peraturan perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pdikgnnya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Pdliegara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yaaturdidalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanrsghingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungiamgpgama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Ja)tkali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (Hlalad
pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribaisg ynasih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi enangenis Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal @)gysdpanjang tidak
diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutarhnaapat ditagih
selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung seped terutang.
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Pasal 75

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasafat (2), dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemamdberah, perlu
dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepgnjaemenuhi kriteria
dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah kédKolaka dapat
menetapkan Peraturan Daerah tentang RetribuslGzda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturanr&faéni, sepanjang
mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur meRgaaturan /
Keputusan Bupati

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang PésmaKakayaan
Daerah Beserta dengan seluruh perubahannya.

b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Rstriberminal
beserta dengan seluruh perubahannya.

c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tekipetus Parkir
beserta dengan seluruh perubahannya.

d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Temp
Penginapan / Persanggahan / Vila.

e. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Rtdo&ng Hewan
beserta dengan seluruh perubahannya.

f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Resiribelayanan
Pelabuhan Kapal.

g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang TeRglatasi dan
Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 78
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatadalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka,
pada taalggP September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

H.AHMAD SAFEI,SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 5
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 260&ng
Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang IN@&#o
Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerint;
Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Peméantaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyeleng@arpemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemateriDaerah
Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang bRetphusi Jasa
Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebuhghiama kedalam
peraturan perundang-undangan yang bersifat memalasaersebut
juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar NeBappublik
Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20@&@ntpiiPrajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewerangntuk
memumut jenis-jenis Retribusi yang terkait dengaetriBusi yang
diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Démygenangan
tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerabh.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 78
Cukup Jelas
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LAMPIRAN I : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

B. Jenis Sarana

Tarif (Rp.)

Besarnya Sewa

No Jenis Alat / Sarana Per Jam | Pe Hari (Rp)
(Rp)
A. Jenis Alat:

1 | Bulldoser Caterpillar D6G 500.000,- | 4.000.000,-
2 | Whell Loader Komatsu 375.000,- 3.000.000,-
3 | Motor Greader Komatsu 375.000,- 3.000.000,-
4 | Tyre — Roller 200.000,- 1.600.000,-
5 | Road Roller (Walls) 300.000,- | 2.400.000,-
6 | Vibrator Roller Bomag 375.000,- 3.000.000,-
7 | Vibro Mini -- 500.000,-
8 | Excavator Loader 375.000,- 3.000.000,-
9 | Beckhoe Loader 350.000,- | 3.800.000,-
10 | Dump Truck -- 300.000,-
11 | Tronton -- 2.000.000,-
12 | Genset :

a. Kapasitas 250 KVA 100.000,- -

b. Kapasitas 100 KVA 75.000,- -

c. Kapasitas 50 KVA 50.000,- -

d. Kapasitas 30 KVA 35.000,- -

e. Kapasitas 20 KVA 25.000,- -

f. Kapasitas 10 KVA 15.000,- -
13 | Mobil Hidrolik 25.000,- -

Balai Pertemuan Rumah Adat
Mekongga

Cottage Miniatur Rumah Adat
Penggunaan infrastruktur Jalan

di  Pelabuhan Penyebrangan
Kolaka :
1. Bus Sedang
2. Bus Besar
3. Truck 10 Roda
(Bermuatan)

Truck 10 Roda (Kosong)
Truck 6 Roda (Bermuatan)
Truck 6 Roda (Kosong)
Alat Berat

Tronton (Bermuatan)

. Jeef Sedang

10.Mini Bus

11.Sepeda Motor

© NG s

500.000,- / Hari

300.000,- / Hari

10.000,-
12.000,-
15.000,-

11.000,-
15.000,-
10.000,-
20.000,-
30.000,-
10.000,-

8.000,-

3.000.-
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BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN II: TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
KABUPATEN KOLAKA

1. Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)
dari harga transaksi untuk semua jenis ikan yang dibebankan
kepada pengguna jasa fasilitas lelang ikan, baik hasil tangkapan
lokal maupun ikan yang berasal dari luar Daerah Kabupaten
Kolaka

2. Retribusi Pemanfaatan Pelabuhan Pelelangan ikan :

a. Kapal Motor 10 — 30 GT Keatas Rp. 5.000,- / setiap kali sandar
b. Kapal Motor 5 -9 GT Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
c.  Perahu Motor Tempel Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
d. Sampan (Jukung) Rp. 2.000,- / setiap kali sandar

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

TERMINAL
NO JENIS PENERIMAAN BESARNYA TARIF (Rp)
1. | Mobil Angkutan Umum :
) Mobl_l Bgs Antar Kota Dalam Rp 2.000/Hari
Provinsi
- Mobil Angkutan Pedesaan Rp 1.500/Hari
- Mobil Angkutan Kota (Oplet) Rp  400/Sekali Masuk
2. | Mobil Angkutan Barang :
2.500/Setiap Kali
- Daya Angkut 2.750 Kg Rp Lewat
3.500/Setiap Kali
Daya Angkut 5.000s/d 7.000Kg | Rp Lewat
: 5.000/Setiap Kali
Daya Angkut Diatas 7.000 Kg Rp Lewat
3 Untuk Pemakaian Sewa Tempat
" | Tanah Diwilayah Terminal
- Ruko/M?2 Rp 5.500/Bulan
- Toko/M2 Rp 5.000/Bulan
- Kios/M? Rp 4.500/Bulan
- Los/M?2 Rp 4.000/Bulan
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Untuk Sarana Kebersihan

Kamar Mandi/WC

Buang Air Kecil

2.500/Sekali
Pemakaian
1.500/Sekali
Pemakaian

Rp

Rp

LAMPIRAN 1V : RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA
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ditetapkan sebagai berikut:
Sepeda Motor

Bus, Truck Sedang

Truck Besar

Truck Roda 10

Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet

ok wnN =

. Parkir Khusus di Bandara Sangia Nibandera :

1. Roda 4 Rp. 10.000,-
2. Roda 2 Rp. 5.000,-

. Parkir khusus di Pasar :

1. Sepeda Motor

2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis
3. Bus, Truck 6 Roda

4. Truck 10 Roda dan Sejenisnya

. Parkir Khusus di Rumah Sakit :°

» Tidak Bermalam :
1. Sepeda Motor

2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis
+ Bermalam

1. Sepeda Motor
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis
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Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp
Rp

Rp.

Rp.

Rp.

. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

2.000,-
4.000,-
10.000,-
14.000,-
50.000,-
75.000,-

2.000,

3.000,-
. 10.000,-
. 15.000,-

1.000,-

3.000,-

2.000,
. 5.000,-



e. Parkir Khusus di Pelelangan Ikan :

1.

2.

3.

Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya
/sekali parkir

Bus, Truck

/sekali parkir

Truck Gandengan atau sejenisnya

/sekali parkir

Sepeda Motor

/sekali parkir

. Dokar

/sekali parkir
Becak dan Sepeda
/sekali parkir

BUPATI KOLAKA

Ttd

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

2000.-
3.000,-
5.000,-
1.000,-
2.000,-

1.000,-

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN V : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

a. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah :
- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 100.000,- / Ekor
- Kambing dan Domba Rp.  75.000,- / Ekor

b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Prong Hewan untuk

kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah :

- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 75.000,- / Ekor
- Kambing, Domba dan Babi Rp. 50.000,- / Ekor
T BUPATI KOLAKA
Ttd

H. BUHARI MATTA
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Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Kepelabuhasabagai berikut :

Besaran Tarif Jasa Usaha di Terminal Khusus/ TUKS

Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan Rakyat / PEL RA

Kegiatan bongkar muat di terminal Khusus

Kegiatan kunjungan kapal :

« Berbendera Indonesia

« Berbendera asing

Kegiatan kunjungan di pelabuhan ASDP / Pelabuhan
Ferry

Bagi Terminal Khusus / TUKS yang di sewakan / di
kontrakkan pada pihak ke tiga di kenakan biaya
Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari akan di kenakanda

Besaran Tarif Jasa Usaha di Bandara Sangia Nibandera

Kegiatan Bongkar muat di dermaga
Kegiatan Tambat Kapal di dermaga :
« Berbendera Indonesia
« Berbendera Asing
Kegiatan Labuh Jangkar di area Pelabuhan Rakyat :
¢ Berbendera Indonesia
« Berbendera Asing
Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal Ikan dan
Sejenisnya, dikenakan biaya retribusi masing-masing
¢ Jasa Tambat
e Jasa Labuh
¢ Jasa bongkar muat
Khusus Bagi Kapal GT 01 s/d GT 07 di kenakan biayal
tambat sebagai berikut :
e GT01s/dGTO02
e GT03s/dGT 04
e GT 05s/d GT 07
Apabila Lebih dari 7 (tujuh) hari bertambat/labWaia
dikenakan denda

Airport Tax

Rp. 1000/ Ton

Rp. 500.000 / hari
US$ 150 / Day
Rp. 200.000 / hari

15%

5%

Rp. 500/ Ton

Rp. 10.000 / hari
US$ 50 / Day

Rp. 10.000 / hari
US$ 50 / Day

Rp. 50.000/ 7 hari
Rp. 50.000/ 7 hari
Rp. 5.000/ Ton

Rp.2000 / 1x Tambat
Rp.3000 / 1x Tambat
Rp.5000 / 1x Tambat
5%

Rp. 20.000/Penumpang/
1x berangkat

LAMPIRAN VIl : RETRIBUS

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.BUHARI MATTA

"EKREASI DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN V111 : PESANGGRAHA

No Fasilitas Tarif (Rp) Satuan
1. | Taman Hiburan Rakyat
- Dewasa 10.000,- | Per orang sekali masuk
- Anak - anak 5.000,- | Per orang sekali masuk
2. | Kolam Renang
- Dewasa 15.000,- | Per orang sekali masuk
- Anak - anak 10.000,- | Per orang sekali masuk
Hari Kerja
- Dewasa 10.000,- | Per orang sekali masuk
- Anak - anak 5.000,- | Per orang sekali masuk
BUPATI KOLAKA
Ttd
H. BUHARI MATTA
T
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No. Fasilitas Tarif (Rp) Satuan
1. - Kamar VIP -
- Kamar biasa 150.000, Per hari

a7

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.BUHARI MATTA




